DAMPAK RESTRUKTURISASI ORGANISASI PADA ERA OTONOMI TERHADAP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SEMARANG
Oleh: Zahrina Roseliana Mazidah

Dra. Rukiyah, M.Hum. dan M. Bakhrun Efendi, S.S, M.Hum.

Email: zahrina.roseliana@yahoo.com
Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Semarang
ABSTRAK

Penggabungan dua organisasi tentu akan  menimbulkan akibat pada salah satu atau kedua organisasi tersebut, terutama dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Di Kabupaten Semarang organisasi perpustakaan dan arsip yang sebelumnya terpisah menjadi digabung. Secara struktur, organisasi kearsipan menginduk ke perpustakaan. Tugas pokok organisasi kearsipan di Kabupaten Semarang adalah menyelenggarakan kearsipan. Setelah ada restruturisasi organisasi bagaimana penyelenggaraan kearsipan khususnya pengelolaan arsip statis di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang pegawai  di Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan yang minimal telah bergabung dalam Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan sekurang-kurangnya enam bulan dan rutin dalam mengelola arsip di setiap minggunya. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 (tiga) cara yaitu wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Milez dan Huberman. Hasil yang diperoleh menunjukan adanya dampak yang ditimbulkan pascarestrukturisasi organisasi kearsipan terhadap penyelanggaraan kearsipan khususnya pengelolaan arsip statis. Dampak restrukturisasi organisasi kearsipan tersebut antara lain adalah kurangnya wewenang organisasi kearsipan sehingga bagian arsip menjadi kurang berkembang. Kurang berkembangnya bagian kearsipan pascarestrukturisasi organisasi antara lain masih jarangnya kegiatan akuisisi arsip statis, jumlah SDM untuk mengolah arsip statis masih sangat minim, kegiatan preservasi yang seharusnya dapat dikerjakan oleh pihak internal masih harus dikerjakan oleh pihak eksternal, dan layanan kearsipan yang masih belum terealisasi.
Kata Kunci: Restrukturisasi organisasi, pengelolaan arsip statis, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRACK
Merging two organizations will certainly have an impact on one or both of those organizations, especially in the administration of their duties and functions. In Semarang Regency, library and archival organizations became merged after previously separated. Structurally, the archival organization is now a subsidiary of the library institution. The principal tasks of archival organization in Semarang Regency are to organize archives. After the organizational restructurization, the implementation of archival management at Semarang Regency Office of Library and Archives is studied, particularly in static archives management. The method used in this study is a qualitative case study. The informants are four employees in Archival Management Section Team who have joined the team for at least six months and manage archives regularly on weekly basis. Data types and sources used in this study are primary and secondary data sources. Data collection techniques used three ways: interviews, observation, and documentation. Data analysis used in this study is Miles and Huberman analysis. The results show that there is an impact after the restructurization of archival organization towards the archives administration, particularly in management of static archives. The impact of restructuring archival organization is the lack of authority so that the archival organization is less developed. Those underdevelopment after the restructurization is showed by: static archival acquisition activity is rarely performed, the minimal amount of human resources to manage static archives, preservation activities that should be done by internal employees are performed by external contributor, and archival services are still not provided.
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1. PENDAHULUAN

Munculnya gerakan reformasi pada tahun 1998 di Indonesia menimbulkan pergeseran paradigma. Pergeseran tersebut terlihat jelas pada penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumya tersentralisasi, setelah adanya reformasi bergeser menjadi desentralisasi atau otonomi. Menurut A.W.Wijaya otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan (2005:17). Lembaga kearsipan daerah merupakan salah satu contoh organisasi perangkat daerah. Tugas dari lembaga kearsipan adalah menyelenggarakan kearsipan di tingkat daerah. Ketentuan ini tercantum pada Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Setelah adanya otonomi daerah, penyelenggaraan kearsipan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Arsip Nasional beralih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan wajib diselenggarakan di setiap provinsi, kabupaten atau kota. Penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Semarang pada era otonomi berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 mengenai penggabungan organisasi perpustakaan dan arsip menjadi satu organisasi. Penggabungan dua organisasi ini tentu menimbulkan akibat pada salah satu atau kedua organisasi tersebut dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, terutama bagi lembaga kearsipan. Lembaga kearsispan dalam struktur ini menjadi satu dengan perpustakaan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dampak restrukturisasi  organisasi perpustakaan dan arsip pada era otonomi terhadap penyelenggaraan kearsipan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang. 
2. Landasan Teori

2.1 Organisasi

Menurut Gitosudarmo dalam Sopiah organisasi adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinu untuk mencapai tujuan bersama (2008: 2). Nama atau 
sebutan organisasi formal tergantung dari jenis kegiatan dan tujuan daripada organisasi tersebut. Kantor adalah salah satu sebutan atau nama organisasi yang relevan dalam penulisan skripsi ini. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi formal adalah kumpulan dari beberapa orang, adanya pembagian wewenang kerja yang jelas, dibentuk secara sadar, serta mempunyai tujuan yang jelas, yaitu sebagai unsur pendukung pemerintahan.
2.2 Organisasi Kearsipan di Tingkat Daerah

Organisasi daerah merupakan organisasi yang berkedudukan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan mempunyai tugas untuk mendukung pemerintah daerah yang menaunginya. Ig.Wursanto (2002: 75-77) menjelaskan macam organisai menurut cakupan luas wilayahnya, yaitu organisasi daerah (local organization. Organisasi daerah adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi suatu wilayah atau daerah tertentu. Pembagian daerah di Indonesia meliputi daerah provinsi dan kabupaten/kota. Organisasi kearsipan atau yang sering disebut dengan lembaga kearsipan di tingkat provinsi disebut badan arsip provinsi yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kearsipan di daerah provinsi guna mendukung tugas gubernur sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan organisasi kearsipan yang ada di daerah kabupaten/kota sering disebut dengan istilah kantor. Tugas kantor arsip adalah menyelenggarakan kearsipan di daerah kabupaten/kota. Di beberapa daerah di Indonesia organisasi kearsipan digabung dengan organisasi lain yang serumpun di bidangnya seperti perpustakaan dan dokumentasi. Di beberapa daerah di Indonesia organisasi kearsipan digabung dengan organisasi yang serumpun di bidangnya seperti organisasi perpustakaan dan dokumentasi. Di Kabupaten Semarang kantor arsip digabungkan dengan kantor perpustakaan. Dari penggabungan kedua organisasi tersebut nama organisasi kearsipan menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang

2.3 Restrukturisasi Organisasi Kearsipan 
Dasar penggabungan organisasi kearsipan dan perpustakaan adalah dengan pertimbangan bahwa keduanya merupakan urusan dalam satu bidang yaitu dokumentasi.
Pengertian dokumentasi menurut Thyregod dalam Abubakar adalah tiap-tiap penglihatan, apakah bentuknya tertulis, photo atau menggunakan peralatan lainnya, tetapi secara teknis dapat diartikan bahwa kalau semua penglihatan itu dikumpulkan, ditata dan disiapsediakan untuk dipakai (1985: 11). 


Gambar 2.1 bidang dokumentasi
Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa ilmu dokumentasi meliputi bidang 
perpustakaan, kearsipan dan museum.  Sulistyo-Basuki juga menjekaskan bahwa adanya berbagai 
wujud informasi terekam atau dokumen yang dihasilkan oleh badan korporasi dan perorangan dalam menjalankan kegiatannya kemudian muncullah badan yang bertugas mengumpulkan dan mengelola dokumen tersebut seperti perpustakaan, depo arsip, pusat arsip dinamis, pusat dokumentasi, dan juga museum (2003: 23).
2.4 Otonomi

Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2002: x). Pengertian otonomi daerah yang lebih lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (5) “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan  peraturan perundang-undangan”. Implementasi otonomi daerah di bidang kearsipan diperjelas dengan dikeluarkanya Peraturan Kapala ANRI No. 16 Tahun 2009 tentang rincian urusan pemerintahan bidang kearsipan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Peraturan ini menjelaskan adanya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kearsipan di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
2.5 Penyelenggaraan Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan urusan wajib pemerintahan mulai dari pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) maupun pemerintah pusat. Menurut UU No. 43 Tahun 2009, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
2.6 Pengelolaan Arsip Statis

Mengingat nilai guna arsip statis tinggi, maka perlu dilakukan pengelolaan agar nilai fisik maupun informasinya tetap terjaga keutuhannya. Penjelasan mengenai pengelolaan arsip terdapat dalam UU  Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 59 tentang Pengelolaan Arsip Statis, sebagai berikut: (1) Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) akuisisi arsip statis; b) pengolahan arsip statis; c) preservasi arsip statis; dan d) akses arsip statis. 
2.6.1 Akuisisi Arsip Statis

Akuisisi arsip merupakan tahap awal dalam proses pengelolaan arsip statis. Kata akuisisi berasal dari bahasa Inggris yaitu acquisition. Pengertian akuisisi menurut Azmi (2008: 116) adalah proses penambahan khasanah arsip dengan cara menerima arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional atau arsip statis dari lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan, swasta, perorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2.6.2 Pengolahan Arsip Statis

Setelah arsip diakuisisi langkah selanjutnya adalah pengolahan arsip statis. Menurut Krihanta (2008: 73) pengolahan arsip statis dan penataan arsip merupakan kegiatan dalam mengelola, mengatur dan menyimpan arsip statis berdasarkan pada metode atau cara tertentu, agar arsip dapat dengan mudah ditemukan.
2.6.3  Preservasi Arsip Statis

Istilah preservasi arsip sering disebut dengan pelestarian arsip. Mengingat pentingnya nilai arsip, maka perlu dilakukan tindakan pelestarian untuk menyelamatkan fisik dan informasi yang terkandung di dalamnya. 

Preservasi arsip adalah semua aktivitas untuk memperpanjang usia guna arsip, termasuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan arsip (Maziyah, 2005: 25). Pelestarian menurut Krihanta (2008: 74) merupakan kegiatan penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna sekunder dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan serta perbaikan arsip statis pada lembaga kearsipan.
2.6.4 Akses Arsip Statis 

Menurut Krihanta (2008: 75) akses arsip statis merupakan kegiatan dalam menelusuri dan menemukan arsip statis yang dibutuhkan pengguna. Agar pengguna dapat mengakses arsip statis, maka dibutuhkan kegiatan pelayanan oleh lembaga kearsipan. Pelayanan arsip merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan kearsipan. Apabila pelayanan baik, maka kearsipan di suatu organisasi tersebut dinilai baik, dan sebaliknya bila pelayanan lambat dan tidak memuaskan maka kearsipan di organisasi tersebut dinilai tidak baik (Maziyah, 2005: 96). 
3. Metode Penelitian

3.1 Desain dan Jenis Peneitian

Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Menurut Sulistyo-Basuki (2006: 28) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.  Jenis penelitian deskriptif berusaha mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, obejek, proses, dan manusia (Sulistyo-Basuki, 2006: 110). Untuk memperjelas jenis penelitian ini digunakan studi kasus.
3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan kearsipan (dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan arsip statis) pascarestrukturisasi organisasi pada era otonomi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang. Subjek dalam penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya (Idrus, 2009: 91). Subjek penelitian adalah Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan di Kantor Perpustakaan dan  Arsip Daerah Kabupaten Semarang.
3.3 Informan

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam menentukan informan. Purposive sampling adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Idrus, 2009: 96). Kriteria informan yang penulis pilih adalah Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan. Informan terdiri dari empat orang, tiga di antaranya adalah PNS dan sisanya tenaga harian lepas di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang. Informan minimal telah bergabung dalam Tim Pengelolaan Kearsipan sekurang-kurangnya enam bulan dan rutin dalam mengelola arsip di setiap minggunya.
3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
1) Data Primer
Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi partisipan yang dilakukan langsung di lapangan oleh peneliti. Peneliti menggunakan data ini untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai dampak restrukturisasi organisasi pada era otonomi terhadap penyelenggaraan kearsipan khususnya pengelolaan arsip statis di Kantor Perpusda Kabupaten Semarang. Peneliti melakukan wawancara langsung dan pengamatan kepada tim seksi pengelolaan kearsipan yang mempunyai tugas dan sedang mengolah arsip statis di Kantor Perpusda Kabupaten Semarang.
2) Data Sekunder
Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah print out Perda Kabupaten Semarang N0. 3 Tahun 2011, buku pola kearsipan, dan buku fisis pengolahan arsip.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
1)  Observasi Partisipan

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi partisipan. Peneliti ikut terlibat secara langusng dalam pengamatan tanpa mempengaruhi objek yang diteliti sehingga akan diperoleh hasil yang akurat.

2)  Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam mempunyai tujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Sulisyto-Basuki, 2006: 173).

3)  Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini adalah pencatatan hasil observasi, merekam dan mencatat hasil wawancara, dokumentasi penelitian sebelumnya, buku-buku, arsip  dan sumber-sumber lain yang dapat menunjang penelitian.
3.6 Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan langkah yang dikemukakan oleh Milez dan Humberman (2007: 16-21) adalah sebagai berikut:

1)  Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan transformasi data kasar dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan..

2.  Penyajian Data


Penyajian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif.  
3.  Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Kegiatan analisis yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Jadi dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik masih perlu diverivikasi selama penelitian berlangsung. 
4. Analisis Hasil Penelitian

4.1 Restrukturisasi Organisasi

4.1.1  Pendapat Mengenai Restrukturisasi Organisasi Perpustakan dan Arsip

Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan tidak setuju dengan penggabungan dua organisasi yaitu Kantor Perpustakaan dan Kantor Arsip  menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang. Alasan Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan tidak setuju karena banyak kendala yang mereka hadapi. Salah satu contoh kendala yang mereka hadapi adalah jumlah SDM yang tersedia sangat kurang, berbanding terbalik dengan beban kerja.
4.1.2 Tujuan Penggabungan Kantor Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Semarang

Penggabungan Kantor Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Semarang berdasarkan kebijakan dari kepala daerah dengan tujuan menghemat anggaran dan merumpunkan atau menyatukan organisasi yang dinilai mempunyai tugas pokok dan fungsi yang hampir sama. Hal ini sesuai dengan pertimbangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 3 tahun 2011 point a menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.
4.1.3 Pasacadikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.3 Tahun 2011
Pascaditetapkanya Perda Kab. Semarang No. 3 Tahun 2011 Kantor Perpustakaan dan Kantor Arsip tidak langsung bergabung. Memerlukan waktu  kurang lebih satu tahun untuk melakukan pembahasan. Pembahsan dilakukan antara pihak Kantor Perpustakaan, Kantor Arsip, dan bagian Organisasi di Setda Kabupaten Semarang.
4.2 Akuisisi Arsip Statis

4.2.1 Akuisisi Arsip Statis Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi Organisasi
Kegiatan akuisisi arsip statis yang dilakukan oleh Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang masih jarang dilaksanakan, baik sebelum maupun sesudah restrukturisasi kedua organisasi. Kendala yang dihadapi adalah banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menyerahkan arsip statisnya ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang.
4.2.2 Waktu Pelaksanaan dan Tahap Akuisisi Arsip Statis
Tahapan kegiatan akuisisi arsip statis yang dilakukan oleh Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang dilaksankan belum terjadwal dan prosedur akuisisi belum sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis. Hal ini disebabkan oleh kendala yang dihadapi oleh Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan karena kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM serta kurangnya wewenang karena lembaga kearsipan di Kabupaten Semarang menjadi satu ke perpustakaan.
4.3 Pengolahan Arsip Statis

4.3.1 Tahapan Pengolahan Arsip Statis

pengolahan arsip statis di Unit Penyimpanan Arsip (Depo Arsip) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang sudah ditangani dengan baik dengan beberapa tahapan di antaranya pemilahan arsip statis, penulisan data fisis arsip statis di lembar fisis, input data fisis arsip di komputer menggunakan program Microsoft Access, penyampulan fisik arsip statis, cetak DPA, memasukan dalam box arsip, menata box arsip di rak statis atau roll opack. Jika sebelumnya pengolahan dilakukan secara manual, saat ini arsip statis yang diolah sudah terkomputerisasi menggunakan program Microsoft Access. Hal ini yang membedakan pengolahan arsip statis sebelum restrukturisasi dan sesudah restrukturisasi kedua organisasi ini.
4.3.2 Waktu Pelaksanaan Pengolahan Arsip Statis

Pengolahan arsip statis di Unit Penyimpanan Arsip dilakukan secara rutin pada saat jam kerja, yaitu pada hari Senin s.d. Jumat.

4.3.3 Perbedaan Pengolahan Arsip Statis Pascarestrukturisasi Organisasi

perbedaan pengolahan arsip pascarestrukturisasi organisasi yang sebelumnya manual beralih ke komputerisasi menggunakan program Microsoft Access. Program tersebut memuat beberapa items di antaranya adalah entri data, penomoran definitif, temu kembali, edit deskripsi, dan daftar arsip. Penggunaan program tersebut membantu untuk kegiatan input arsip statis, temu kembali, dan cetak Daftar Pertelaan Arsip (DPA).

4.3.4 Kendala Pengolahan Arsip Statis
Arsip statis sudah dikelola dengan baik, namun ada beberapa kendala yang dihadapi di antaranya adalah kurangnya jumlah SDM di Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan, arsip yang diserahkan dari SKPD masih dalam kategori arsip kacau.
4.4 Preservasi Arsip Statis

4.4.1 Kegiatan Preservasi Arsip Statis di Unit Penyimpanan  Arsip (Depo Arsip) Kantor Perpusda Kabupaten Semarang

Kegiatan preservasi yang dilakukan terdiri dari empat jenis yaitu house priying, termite control, fumigasi dan kemperisasi. Preservasi dengan jenis house priying, termite control, dan fumigasi dilakukan oleh pihak eksternal yang berkompeten dibidangnya, sedangkan kamperisasi dilakukan oleh pihak internal dengan memasukan dua butir kamper berbentuk bola ke tiap-tiap box arsip.
4.4.2  Kegiatan Preservasi Arsip Statis Pascarestrukturisasi Organisasi

Jenis kegiatan preservasi tidak ada perubahan baik sebelum maupun sesudah adanya restrukturisasi. Perbedaan terletak pada waktu pelaksaan preservasi setelah ada restrukturisasi organisasi lebih terjadwal. Hal ini karena ada inisiatif dari kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan preservasi juga sudah cukup memadahi atau cukup.
4.4.3 Waktu Pelaksanaan  dan Pertimbangan Kegiatan Preservasi Arsip Statis

Pelaksanaan kegiatan preservasi arsip statis dilakukan selama dua kali dalam setahun. Pertimbangan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan dan menjaga agar gedung dan koleksi arsip tetap terjaga.
4.4.4  Kendala Pelaksanaan Kegiatan Preservasi Arsip Statis

Kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan presevasi di antaranya adalah jumlah dan wawasan SDM yang kurang memadai untuk melakukan kegiatan preservasi arsip statis. Kendala selanjutnya adalah mengenai alokasi anggaran yang tidak sedikit untuk melaksanakan kegiatan preservasi arsip statis. 
4.5 Akses Arsip Statis 

4.5.1 Jumlah Pengguna Arsip Statis

Koleksi arsip statis masih sangat jarang diakses oleh pengguna, selama tiga bulan (April s.d. Juni 2014) peneliti melakukan observasi hanya ada satu mahasiswa yang memnggunakan arsip statis untuk keperluan menyusun Tugas Akhir.
4.5.2 Perbandingan Jumlah Pengguna Arsip Pascarestrukturisasi Organisasi

Jumlah pengguna yang memanfaatkan arsip di Unit Penyimpanan Arsip masih sangat jarang sehingga tidak dapat dibandingkan baik sebelum maupun sesudah adanya restrukturisasi organisasi.
4.5.3 Pengguna Arsip Statis di Unit Penyimpanan (Depo Arsip)

Pengguna arsip statis masih sangat jarang hanya terbatas mahasiswa yang sedang mengikuti Kerja Praktek Lapangan (PKL) atau kunjungan. Masyarakat umum masih sangat jarang, hanya dua orang yang pernah mencari arsip foto dan arsip desa tetapi koleksi yang dicari tidak disimpan di  Unit Penyimpanan Arsip (Depo Arsip) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang.
4.5.4 Pelayanan Arsip Statis Kepada Pengguna

Kegiatan layanan arsip statis bersifat tertutup. Prosedur yang digunakan masih sederhana karena belum ada slip pinjam. Belum ada jasa layanan khusus untuk pelayanan arsip statis.
4.5.5  Kendala Pelayanan Arsip Statis

 Kendala yang dihadapi dalam layanan arsip di antaranya adalah  masih belum terbentuk seksi layanan arsip, belum tersedia sarana dan prasarana, layanan arsip kurang diperhatikan, Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang.
5. Simpulan dan Saran
Simpulan

1. Restrukturisasi organisasi kearsipan pada era otonomi di Kabupaten Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.3 Tahun 2011 Bab XII tentang susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi kantor perpustakaan dan arsip daerah. Secara struktural lembaga kearsipan menjadi satu dengan perpustakaan. Bagian kearsipan yang mempunyai tugas untuk melakukan penyelenggaraan kearsipan khususnya pengelolaan arsip statis adalah Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan.

2. Penyelenggaraan kearsipan khususnya pengelolaan arsip statis di Kantor Perpustakaan dan Arsip  Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

a. Akuisisi Arsip Statis

b. Pengolahan Arsip Satis
c. Preservasi Arsip Statis
d. Akses Arsip Statis
3. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya   restrukturisasi organisasi kearsipan pada era otonomi terhadap penyelenggaraan kearsipan khususnya kegiatan pengelolaan arsip statis adalah sebagai berikut:

a. Bagian kearsipan menjadi satu dengan perpustakaan hal ini mengakibatkan berkurangnya wewenang bagian arsip sehingga sulit untuk berkembang.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian Unit Penyimpanan Arsip (Depo Arsip) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang. Jumlah SDM yang ada terdiri dari tiga orang Pegawai Negri Sipil (PNS) dan dua orang Tenaga Haran Lepas (THL). 
Saran


Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang penulis lakukan mengenai dampak restrukturisasi organisasi pada era otonomi terhadap penyelenggaraan kearsipan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang, saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi organisasi lembaga kearsipan dan perpustakaan di Kabupaten Semarang sebaiknya perlu dikaji ulang. Jika tetap digabung maka harus diseimbangkan sarana prasarana dan fasilitas dengan perpustakaan sehingga keduanya dapat sama-sama berkembang, jika dipisah memungkinkan lembaga kearsipan dapat lebih berkembang bila didukung oleh penambahan jumlah SDM. Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ada penambahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga ke depannya arsip yang disimpan di Unit Penyimpanan Arsip (Depo Arsip) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang dapat terkelola dan dimanfaatkan dengan baik.

2. Agar pengelolaan arsip statis lebih optimal, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Tim Seksi Pengelolaan Kearsipan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Semarang hendaknya lebih meningkatkan soialisasi atau pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga kesadaran untuk menyerahkan arsip khususnya arsip statis dapat lebih meningkat. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun instansi swasta lainnya sehingga terjadi kedekatan. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai media sosialisasi agar SKPD maupun instansi lainnya lebih peduli untuk mengelola arsip mereka.

b Untuk menghemat anggaran hendaknya semua kegiatan preservasi arsip statis dilakukan oleh pihak internal, maka perlu dibentuk tim khusus untuk melakukan kegiatan preservasi. Kurangnya pengetahuan SDM mengenai preservasi arsip statis dapat diatasi dengan meminta bantuan ke lembaga kearsipan yang ada di tingkat provinsi maupun tingkat nasional untuk berbagi informasi guna meningkatkan pengetahuan mengenai preservasi arsip statis.

c.  Layanan kearsipan perlu ditingkatkan sebagai sarana sosialisasi dan promosi lembaga kearsipan di Kabupaten Semarang. Cara yang dapat ditempuh adalah menambahkan layanan audio visual sebagai media pendukung yang dapat menarik pengguna arsip dan wisata arsip.
3. Untuk lebih mengembangkan bagian kearsipan dapat dilakukan dengan cara mengkomunikasikan dengan pihak perpustakaan khususnya kepada pimpinan agar ada keseimbangan antara bagian kearsipan dan perpustakaan. Jika pimpinan kurang merespon, maka dapat mengkomunikasikannya ke pemerintah daerah (Bagian Organisasi di Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Semarang) sehingga memumgkinkan adanya pengkajian ulang mengenai perumpunan organisasi kearsipan dengan perpustakaan.
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